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Abstrak
	Reformasi 1998 membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem politik nasional dan kehidupan kampus di Indonesia, termasuk terhadap keberadaan Resimen Mahasiswa (Menwa) sebagai organisasi kemahasiswaan bercorak semi-militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika Menwa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pada periode 1998–2005, khususnya mengenai pengaruh stigma sosial, perubahan identitas organisasi, serta strategi adaptasi yang dilakukan organisasi untuk mempertahankan eksistensinya setelah Reformasi. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis melalui empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian diperoleh melalui arsip organisasi, dokumentasi kegiatan, wawancara dengan anggota serta alumni Menwa Unesa, dan berbagai literatur yang relevan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang terutama membahas Menwa dalam konteks nasional, hubungan sipil-militer, serta persepsi umum mahasiswa, penelitian ini menyajikan kajian mikro mengenai proses transformasi internal Menwa Unesa dalam menghadapi perubahan budaya kampus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menwa Unesa menghadapi stigma sebagai perpanjangan tangan militer akibat hubungan historisnya dengan institusi militer pada masa Orde Baru. Namun, organisasi ini menerapkan berbagai strategi adaptasi melalui reformulasi kaderisasi, reorientasi kegiatan sosial dan kemanusiaan, penguatan hubungan dengan birokrasi kampus, serta peningkatan komunikasi dengan organisasi kemahasiswaan lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa identitas organisasi bersifat dinamis, dan keberlanjutan Menwa ditentukan oleh kemampuannya untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial-politik pascareformasi di Indonesia secara berkelanjutan, efektif, inklusif, adaptif, dan bertanggung jawab sebagai organisasi kemahasiswaan yang tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman dan masyarakat luas kini.
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Abstract 
	The 1998 Reformation brought significant changes to the national political system and campus life in Indonesia, including the existence of the Student Regiment (Menwa) as a semi-military student organization. This study aims to analyze the dynamics of Menwa at Surabaya State University (Unesa) from 1998 to 2005, particularly regarding the influence of social stigma, changes in organizational identity, and adaptation strategies undertaken to maintain its existence post-reformation. This study uses a critical history method through four stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Research sources were obtained through organizational archives, activity documentation, interviews with Menwa Unesa members and alumni, and various relevant literature. Unlike previous studies that primarily discussed Menwa in the national context, civil-military relations, and general student perceptions, this study presents a micro-study of Menwa Unesa's internal transformation process in facing changes in campus culture. The results show that Menwa Unesa faces the stigma of being an extension of the military due to its historical relationship with military institutions during the New Order era.  However, this organization has implemented various adaptation strategies through reformulating its cadre formation, reorienting its social and humanitarian activities, strengthening its relationship with the campus bureaucracy, and improving communication with other student organizations. This research demonstrates that organizational identity is dynamic, and Menwa's sustainability is determined by its ability to adapt to post-reform socio-political changes.
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PENDAHULUAN 
Reformasi tahun 1998 menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah Indonesia yang membawa perubahan besar terhadap sistem politik, kehidupan sosial, serta perkembangan pendidikan tinggi. Berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade tidak hanya mengubah struktur kekuasaan nasional, tetapi juga memengaruhi hubungan antara negara dan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Era Reformasi ditandai dengan menguatnya demokratisasi, meningkatnya kebebasan berpendapat, penguatan hak-hak sipil, serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan sosial. Perubahan tersebut turut memberikan pengaruh besar terhadap lingkungan perguruan tinggi yang sebelumnya mengalami berbagai bentuk pembatasan akibat kebijakan politik Orde Baru.[footnoteRef:1] [1:  Ariel Heryanto, State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging (London: Routledge, 2006).] 

Pada masa Orde Baru, kehidupan mahasiswa berada dalam pengawasan negara melalui berbagai kebijakan yang membatasi aktivitas organisasi mahasiswa. Salah satu kebijakan yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan kampus adalah penerapan konsep Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) pada tahun 1978. Kebijakan tersebut bertujuan mengarahkan mahasiswa agar lebih berfokus pada kegiatan akademik serta mengurangi keterlibatan dalam aktivitas politik praktis. Akibatnya, organisasi mahasiswa mengalami perubahan orientasi dan ruang bagi mahasiswa untuk melakukan kritik terhadap pemerintah menjadi semakin terbatas. Setelah Reformasi 1998, kondisi tersebut mengalami perubahan besar karena kampus kembali berkembang sebagai ruang terbuka bagi diskusi kritis, kebebasan akademik, serta munculnya berbagai organisasi mahasiswa dengan beragam orientasi gerakan.[footnoteRef:2] [2:  Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi (Jakarta: Paramadina, 1999).] 

Perubahan lingkungan sosial-politik tersebut memberikan dampak terhadap berbagai organisasi kemahasiswaan, terutama organisasi yang memiliki hubungan historis dengan institusi negara. Organisasi-organisasi tersebut menghadapi tuntutan untuk melakukan penyesuaian terhadap nilai demokrasi, keterbukaan, dan perubahan budaya politik kampus. Salah satu organisasi mahasiswa yang menghadapi tantangan besar dalam periode ini adalah Resimen Mahasiswa (Menwa). Sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki karakter semi-militer, Menwa memiliki sejarah panjang dalam hubungan antara mahasiswa, perguruan tinggi, dan sistem pertahanan negara.[footnoteRef:3] [3:  U. K. Kendar, “Resimen Mahasiswa: Sejarah, Fungsi, dan Peran bagi Perguruan Tinggi,” Kompas.id, 2021.] 

Keberadaan Menwa tidak dapat dilepaskan dari konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yaitu sistem pertahanan negara yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Pada masa perkembangannya, Menwa diposisikan sebagai wadah pembinaan mahasiswa dalam bidang kedisiplinan, kepemimpinan, dan kesadaran bela negara. Namun, dalam praktiknya pada masa Orde Baru, hubungan antara Menwa dan institusi militer berkembang cukup kuat, baik dalam aspek pembinaan maupun simbol organisasi. Kondisi tersebut kemudian membentuk persepsi sosial tertentu di kalangan mahasiswa bahwa Menwa memiliki kedekatan dengan kepentingan politik negara dan menjadi bagian dari mekanisme kontrol terhadap kehidupan kampus.[footnoteRef:4] [4:  D. Simbolon, “Kontroversi dan Eksistensi Menwa di Tengah Era Demokratis Kampus,” Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 25, No. 3 (2021), hlm. 228.] 

Memasuki era Reformasi 1998, citra historis tersebut menjadi salah satu tantangan utama bagi keberadaan Menwa. Menguatnya isu demokratisasi, supremasi sipil, dan kritik terhadap dominasi militer dalam kehidupan sosial-politik menyebabkan sebagian mahasiswa mempertanyakan kembali posisi organisasi semi-militer dalam lingkungan perguruan tinggi. Menwa mulai menghadapi stigma sebagai organisasi yang dianggap sebagai “perpanjangan tangan militer” karena adanya hubungan historis dengan institusi pertahanan pada masa Orde Baru. Stigma tersebut tidak hanya berkaitan dengan aktivitas organisasi, tetapi juga muncul melalui simbol-simbol seperti seragam, struktur komando, dan pola pembinaan yang dianggap mencerminkan budaya militeristik.[footnoteRef:5] [5:  Erving Goffman, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1963).] 

Pandangan kritis terhadap Menwa semakin berkembang ketika beberapa kasus kekerasan dalam kegiatan pelatihan organisasi semi-militer di sejumlah perguruan tinggi menjadi perhatian publik. Peristiwa tersebut memperkuat anggapan bahwa sebagian organisasi Menwa masih mempertahankan pola pembinaan yang keras dan kurang sesuai dengan nilai keterbukaan kampus pascareformasi. Namun demikian, persepsi terhadap Menwa tidak sepenuhnya bersifat negatif. Sebagian mahasiswa dan pihak perguruan tinggi tetap melihat Menwa sebagai organisasi yang memiliki kontribusi dalam membangun karakter mahasiswa melalui nilai kedisiplinan, kepemimpinan, tanggung jawab, dan nasionalisme.
Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah melakukan penataan ulang terhadap keberadaan Menwa melalui berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan penting adalah diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 2000 tentang pembinaan dan pemberdayaan Resimen Mahasiswa. Kebijakan tersebut menjadi dasar perubahan pola hubungan Menwa dengan institusi militer melalui penguatan peran perguruan tinggi dalam proses pembinaan organisasi. Melalui kebijakan tersebut, Menwa diarahkan untuk lebih menyesuaikan diri sebagai organisasi kemahasiswaan yang berorientasi pada pendidikan bela negara, pengabdian masyarakat, serta pembentukan karakter mahasiswa.[footnoteRef:6] [6:  Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa.] 

Universitas Negeri Surabaya (Unesa) merupakan salah satu perguruan tinggi yang tetap mempertahankan keberadaan Menwa setelah Reformasi. Dalam lingkungan kampus yang mengalami perubahan sosial-politik tersebut, Menwa Unesa menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal. Periode 1998–2005 menjadi fase penting karena merupakan masa transisi ketika organisasi harus menyesuaikan diri dengan paradigma baru kehidupan kampus. Pada periode tersebut, Menwa Unesa tidak hanya menghadapi persoalan keberlanjutan organisasi, tetapi juga harus melakukan penyesuaian terhadap persepsi mahasiswa, perubahan pola kaderisasi, serta kebutuhan untuk membangun kembali identitas organisasi.
Kajian mengenai Menwa dalam konteks pascareformasi telah dilakukan melalui berbagai pendekatan. Simbolon menjelaskan bahwa kontroversi terhadap Menwa muncul karena organisasi tersebut masih sering dikaitkan dengan sejarah hubungan militer dan kekuasaan negara pada masa Orde Baru. Dalam lingkungan kampus yang semakin kritis terhadap simbol-simbol otoritarianisme, Menwa menghadapi tantangan untuk melepaskan citra masa lalu dan membangun legitimasi baru dalam kehidupan akademik yang demokratis.[footnoteRef:7] [7:  D. Simbolon, “Kontroversi dan Eksistensi Menwa di Tengah Era Demokratis Kampus,” Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 25, No. 3 (2021), hlm. 233.] 

Selain persoalan hubungan dengan militer, persepsi mahasiswa terhadap Menwa juga menjadi bagian penting dalam memahami keberadaan organisasi tersebut. Prasetyo menjelaskan bahwa organisasi semi-militer seperti Menwa berada dalam posisi yang kompleks. Di satu sisi, organisasi ini memiliki nilai positif berupa pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan. Namun, di sisi lain, organisasi tersebut masih menghadapi pandangan kritis karena dianggap membawa nilai yang kurang sesuai dengan budaya kampus yang menekankan kebebasan berpikir dan kesetaraan.[footnoteRef:8] [8:  R. A. Prasetyo, “Perubahan Persepsi Mahasiswa terhadap Organisasi Semi-Militer di Lingkungan Perguruan Tinggi,” Jurnal Komunikasi dan Sosial Humaniora, Vol. 10, No. 2 (2018), hlm. 93.] 

Perkembangan teknologi komunikasi juga memberikan pengaruh terhadap cara organisasi mahasiswa membangun citra. Susanto menunjukkan bahwa beberapa organisasi Menwa mulai melakukan strategi komunikasi baru melalui media sosial sebagai upaya memperkenalkan identitas organisasi yang lebih terbuka dan humanis. Strategi tersebut menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa dengan latar belakang semi-militer juga mengalami proses penyesuaian terhadap perubahan karakter mahasiswa dan perkembangan budaya komunikasi modern.[footnoteRef:9] [9:  E. Susanto, “Media Sosial dan Rebranding Organisasi: Studi Kasus pada Menwa di Universitas Negeri,” Jurnal Komunikasi Indonesia, Vol. 14, No. 1 (2022), hlm. 50.] 

Meskipun berbagai kajian telah memberikan gambaran mengenai posisi Menwa dalam perubahan sosial-politik pascareformasi, pembahasan mengenai dinamika organisasi pada tingkat lokal masih memiliki ruang yang luas untuk dikaji. Sebagian penelitian lebih banyak membahas Menwa dalam konteks umum mengenai hubungan sipil-militer, persepsi mahasiswa, maupun eksistensi organisasi secara nasional. Sementara itu, bagaimana sebuah unit Menwa di tingkat perguruan tinggi melakukan perubahan internal, mempertahankan eksistensi, mengelola stigma sosial, serta menyesuaikan diri dengan perubahan budaya kampus masih belum banyak dibahas secara mendalam.
Dalam konteks tersebut, Menwa Unesa menjadi kajian yang menarik karena organisasi ini mengalami langsung perubahan besar dalam kehidupan kampus setelah Reformasi 1998. Periode 1998–2005 menunjukkan proses negosiasi identitas organisasi antara nilai lama berupa kedisiplinan, nasionalisme, dan bela negara dengan tuntutan baru berupa demokratisasi, keterbukaan, dan perubahan hubungan sosial antarorganisasi mahasiswa.
Oleh karena itu, penelitian mengenai “Menwa Unesa Pasca-Orde Baru: Antara Bela Negara dan Stigma Perpanjangan Tangan Militer (1998–2005)” dilakukan untuk memahami bagaimana dinamika organisasi tersebut dalam menghadapi perubahan sosial-politik pascareformasi. Penelitian ini berfokus pada perubahan internal organisasi, perkembangan stigma sosial, hubungan dengan lingkungan kampus, serta strategi adaptasi yang dilakukan Menwa Unesa untuk mempertahankan keberadaannya dalam ruang akademik yang semakin demokratis.
	
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis sebagai pendekatan utama untuk mengkaji dinamika Resimen Mahasiswa (Menwa) Universitas Negeri Surabaya pada periode 1998–2005. Metode sejarah dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses rekonstruksi peristiwa masa lalu melalui penelusuran, pengujian, dan analisis terhadap berbagai sumber sejarah yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui metode ini, peneliti berupaya memahami perubahan posisi, peran, serta strategi adaptasi Menwa Unesa dalam menghadapi perubahan sosial-politik pascareformasi secara sistematis dan objektif.
Pelaksanaan penelitian sejarah ini dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Keempat tahapan tersebut menjadi proses penting dalam menghasilkan penulisan sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
Tahap pertama adalah heuristik, yaitu proses pengumpulan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan perkembangan Menwa Unesa periode 1998–2005. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh melalui dokumentasi kegiatan, foto-foto organisasi, dokumen administrasi, serta wawancara dengan alumni Menwa Unesa yang memiliki keterikatan dengan anggota aktif pada periode tersebut, yaitu Mas Yuswanto (menjadi narahubung antara anggota dengan alumni tahun diatasnya). Sumber lisan melalui wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, pandangan, dan dinamika internal organisasi yang tidak selalu ditemukan dalam dokumen tertulis.
Selain sumber primer, penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, karya ilmiah, skripsi, serta berbagai dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sejarah Reformasi, perkembangan organisasi mahasiswa, Resimen Mahasiswa, hubungan sipil-militer, dan konsep bela negara. Penggunaan berbagai jenis sumber tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan Menwa Unesa dalam konteks perubahan sosial-politik Indonesia.
Tahap kedua adalah kritik sumber, yaitu proses pengujian terhadap keabsahan dan kredibilitas sumber yang telah diperoleh. Kritik sumber dilakukan melalui dua bentuk, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk mengetahui keaslian sumber dengan memperhatikan aspek fisik maupun administratif, seperti identitas pembuat dokumen, waktu pembuatan, jenis sumber, serta konteks historis pembuatannya. Sementara itu, kritik internal dilakukan dengan menganalisis isi sumber, menilai tingkat keakuratan informasi, serta membandingkan berbagai sumber yang memiliki keterkaitan agar diperoleh fakta sejarah yang lebih objektif.
Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu proses penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang telah melalui tahap verifikasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap hubungan antara perubahan sosial-politik pascareformasi dengan dinamika organisasi Menwa Unesa. Interpretasi dilakukan untuk memahami berbagai aspek perubahan organisasi, seperti transformasi kaderisasi, perubahan pola kepemimpinan, munculnya stigma sosial, perubahan konsep bela negara, serta strategi adaptasi yang dilakukan Menwa dalam mempertahankan eksistensinya di lingkungan kampus yang semakin demokratis.
Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu proses penyusunan hasil penelitian dalam bentuk penulisan sejarah. Pada tahap ini, fakta-fakta yang telah dianalisis disusun secara kronologis dan tematis sehingga menghasilkan narasi sejarah yang sistematis mengenai perkembangan Menwa Unesa periode 1998–2005. Penulisan historiografi tidak hanya bertujuan menjelaskan rangkaian peristiwa, tetapi juga memberikan analisis mengenai perubahan dan keberlanjutan organisasi dalam menghadapi dinamika politik serta budaya kampus pascareformasi.
Melalui penerapan metode sejarah kritis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang menggambarkan secara utuh mengenai posisi Menwa Unesa setelah berakhirnya Orde Baru, tantangan yang dihadapi organisasi, serta proses adaptasi yang dilakukan untuk mempertahankan keberadaannya dalam lingkungan perguruan tinggi yang mengalami perubahan besar.



HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Menwa Unesa dalam Masa Transisi Reformasi
Periode 1998–2005 merupakan fase perubahan yang menentukan bagi keberlangsungan organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa) Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Perubahan politik nasional pascareformasi membawa dampak langsung terhadap kehidupan organisasi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Reformasi tidak hanya menjadi momentum pergantian kepemimpinan nasional, tetapi juga menjadi proses perubahan hubungan antara negara, masyarakat, dan institusi pendidikan. Dalam konteks kampus, perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya kebebasan akademik, berkembangnya budaya demokrasi mahasiswa, serta munculnya kritik terhadap organisasi-organisasi yang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan negara pada masa Orde Baru.[footnoteRef:10] [10: 	 Edward Aspinall, Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia, Stanford: Stanford University Press, 2005.] 

Menwa Unesa sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki karakter semi-militer berada dalam posisi yang cukup kompleks setelah Reformasi. Pada masa Orde Baru, Menwa mendapatkan ruang berkembang karena memiliki kesesuaian dengan kebijakan pemerintah yang menekankan stabilitas nasional, ketertiban, dan pembinaan kesadaran bela negara. Namun, perubahan politik tahun 1998 menyebabkan berbagai organisasi yang memiliki hubungan dengan institusi keamanan negara mengalami proses evaluasi. Menwa kemudian menghadapi tantangan untuk menjelaskan kembali posisi dan fungsinya dalam lingkungan kampus yang telah mengalami perubahan nilai dan orientasi.[footnoteRef:11] [11: 	 Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia, Ithaca: Cornell University Press, 1978.] 

Perubahan lingkungan sosial kampus menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi dinamika Menwa Unesa. Mahasiswa pascareformasi memiliki karakter yang berbeda dibandingkan masa sebelumnya. Jika pada masa Orde Baru ruang politik mahasiswa relatif terbatas akibat kebijakan depolitisasi kampus melalui konsep Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK), maka setelah Reformasi mahasiswa memperoleh ruang lebih besar untuk menyampaikan pendapat dan membangun organisasi secara mandiri.[footnoteRef:12] Kondisi tersebut menyebabkan organisasi seperti Menwa harus berhadapan dengan budaya kampus yang lebih kritis terhadap segala bentuk simbol kekuasaan dan militerisme. [12: 	 Arief Budiman, Kebebasan, Negara, Pembangunan: Kumpulan Tulisan 1965–2005, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.] 

Dalam menghadapi perubahan tersebut, kondisi internal Menwa Unesa pada periode 1998–2005 tetap berjalan dengan melaksanakan kegiatan rutin sesuai dengan program kerja satuan. Meskipun demikian, terjadi berbagai penyesuaian terutama dalam aspek teknis operasional kegiatan di lapangan. Kegiatan yang memiliki risiko fisik mulai dikurangi sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi kampus pascareformasi. Setiap kebijakan organisasi juga tidak lagi dilakukan secara sepihak, tetapi melalui mekanisme koordinasi dengan Pembina Menwa maupun Pembantu Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) sebagai bagian dari proses penyesuaian organisasi terhadap sistem tata kelola kampus yang lebih terbuka.[footnoteRef:13] [13: 	 Yuswanto, wawancara oleh Penulis, Surabaya, 1 Juni 2026.] 

Salah satu persoalan utama yang dihadapi Menwa Unesa pada periode tersebut adalah munculnya stigma negatif dari sebagian mahasiswa. Stigma sebagai “kaki tangan militer” atau “perpanjangan tangan militer di kampus” tidak dapat dilepaskan dari sejarah hubungan Menwa dengan institusi militer selama masa Orde Baru. Pada periode tersebut, militer memiliki peran besar dalam kehidupan sosial-politik melalui konsep Dwifungsi ABRI, sehingga organisasi yang memiliki hubungan pembinaan dengan militer sering dipandang sebagai bagian dari mekanisme kontrol negara terhadap masyarakat sipil.[footnoteRef:14] [14: 	 Douglas Kammen dan David Jenkins, “The Army Para-Commando Regime and the Legacy of the New Order,” dalam The New Order and Its Legacy: Reflections on Indonesia’s Post-Suharto Politics, Singapore: ISEAS, 2009. ] 

Stigma tersebut memengaruhi posisi sosial Menwa di lingkungan mahasiswa. Keberadaan Menwa tidak hanya dinilai berdasarkan fungsi formalnya sebagai organisasi bela negara, tetapi juga berdasarkan pengalaman historis yang melekat pada organisasi tersebut. Sebagian mahasiswa melihat Menwa sebagai simbol masa lalu yang dianggap bertentangan dengan semangat reformasi, terutama terkait isu demokratisasi, supremasi sipil, dan kebebasan akademik. Namun, di lingkungan Unesa stigma tersebut tidak berkembang menjadi penolakan terbuka terhadap keberadaan Menwa. Pandangan negatif hanya muncul dari sebagian kecil mahasiswa yang masih mengaitkan Menwa dengan kedekatan terhadap militer.[footnoteRef:15] [15: 	 Yuswanto, wawancara oleh Penulis, Surabaya, 1 Juni 2026.] 

Menwa Unesa menjelaskan bahwa hubungan dengan unsur militer memang merupakan bagian dari sejarah pembinaan Menwa, khususnya dalam aspek pelatihan yang berkaitan dengan unsur pertahanan dan bela negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya Menwa Unesa tidak menjalankan fungsi politik maupun melakukan tindakan intimidatif terhadap mahasiswa lain. Organisasi ini lebih menempatkan dirinya sebagai bagian dari kegiatan kemahasiswaan yang berfungsi membantu menciptakan stabilitas dan dinamika positif dalam lingkungan kampus.
Perubahan juga terlihat dalam struktur organisasi dan pola kepemimpinan Menwa Unesa. Secara kelembagaan, struktur organisasi tidak mengalami perubahan mendasar dan masih mempertahankan sistem yang telah berjalan sebelumnya. Pola kepemimpinan tetap menggunakan mekanisme komando dan koordinasi dengan pembina Menwa. Namun, perubahan terjadi pada pola pelaksanaan kegiatan yang lebih menekankan penguatan disiplin, peningkatan wawasan, pengetahuan, serta keterampilan anggota dalam bidang bela negara dan kemenwaan.
Salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan adalah perubahan orientasi organisasi. Setelah diterbitkannya SKB Tiga Menteri Tahun 2000, pembinaan Menwa diarahkan agar lebih berada dalam lingkungan perguruan tinggi. Kebijakan tersebut menjadi upaya untuk mengurangi dominasi militer dalam pembinaan organisasi sekaligus memperkuat fungsi Menwa sebagai wadah pendidikan karakter mahasiswa.[footnoteRef:16] Dengan adanya kebijakan tersebut, Menwa Unesa memiliki ruang untuk membangun identitas baru yang lebih sesuai dengan kondisi kampus pascareformasi. [16: 	 Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa.] 

Dalam praktiknya, proses adaptasi tersebut tidak berlangsung secara langsung dan mudah. Menwa Unesa harus melakukan penyesuaian antara nilai-nilai lama organisasi seperti disiplin, hierarki, dan kesiapsiagaan dengan nilai-nilai baru dalam kehidupan kampus yang menekankan keterbukaan, demokrasi, dan partisipasi mahasiswa. Penyesuaian tersebut terlihat dalam sistem kaderisasi dan pelatihan anggota yang mengalami perubahan. Unsur ketahanan fisik dalam pendidikan dasar mulai dikurangi, sementara aspek intelektual, wawasan kebangsaan, dan pembentukan karakter mahasiswa lebih mendapatkan perhatian.
Selain melalui perubahan internal, Menwa Unesa juga melakukan strategi adaptasi melalui pengembangan program kerja. Organisasi mulai memperluas kegiatan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, bela negara, penguatan karakter mahasiswa, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Melalui kegiatan tersebut, Menwa berusaha membangun citra sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki kontribusi sosial, bukan hanya sebagai organisasi dengan karakter semi-militer.
Dengan demikian, dinamika Menwa Unesa periode 1998–2005 menunjukkan bahwa keberadaan organisasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh perubahan sosial-politik di lingkungan kampus. Menwa berada dalam posisi antara mempertahankan legitimasi historis sebagai organisasi bela negara dan menghadapi kritik akibat warisan hubungan militer dengan kekuasaan pada masa Orde Baru. Kemampuan Menwa Unesa untuk bertahan pada periode tersebut menunjukkan adanya proses adaptasi organisasi terhadap perubahan demokrasi di Indonesia.
B. Stigma sebagai Perpanjangan Tangan Militer
Salah satu tantangan utama yang dihadapi Menwa Unesa pascareformasi adalah munculnya stigma sebagai organisasi yang dianggap memiliki kedekatan dengan militer atau bahkan dipandang sebagai perpanjangan tangan militer di lingkungan kampus. Stigma tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui konstruksi sosial dan memori kolektif masyarakat terhadap hubungan antara militer dan kehidupan politik Indonesia selama masa Orde Baru. Pada periode tersebut, militer melalui konsep Dwifungsi ABRI memiliki peran yang luas tidak hanya dalam bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga dalam bidang sosial-politik. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai institusi yang memiliki hubungan dengan militer sering dipersepsikan sebagai bagian dari struktur kekuasaan negara.[footnoteRef:17] [17: 	 Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia, Ithaca: Cornell University Press, 1978.] 

Dalam konteks tersebut, identitas semi-militer yang melekat pada Menwa menjadi salah satu faktor yang memengaruhi munculnya persepsi negatif dari sebagian mahasiswa. Penggunaan atribut seperti seragam, sistem kepangkatan, pola komando, serta latihan yang menekankan kedisiplinan dan kesiapsiagaan sering dianggap berbeda dengan karakter umum organisasi mahasiswa lainnya yang lebih berbasis pada kebebasan berpikir, kesetaraan, dan budaya diskusi akademik.[footnoteRef:18] Bagi sebagian kelompok mahasiswa pascareformasi, simbol-simbol tersebut tidak hanya dipahami sebagai bentuk kedisiplinan organisasi, tetapi juga dikaitkan dengan praktik militerisme yang dianggap tidak sesuai dengan semangat demokratisasi kampus. [18: 	 Douglas Kammen dan David Jenkins, “The Army Para-Commando Regime and the Legacy of the New Order,” dalam The New Order and Its Legacy: Reflections on Indonesia’s Post-Suharto Politics, Singapore: ISEAS, 2009.] 

Fenomena tersebut dapat dianalisis menggunakan teori stigma yang dikemukakan oleh Erving Goffman. Menurut Goffman, stigma merupakan proses sosial ketika suatu kelompok atau individu diberikan atribut tertentu yang menyebabkan mereka dianggap berbeda dan mengalami penurunan nilai sosial di mata masyarakat.[footnoteRef:19] Dalam kasus Menwa Unesa, atribut semi-militer menjadi tanda sosial (symbolic marker) yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi mahasiswa lainnya. Akibatnya, identitas Menwa tidak hanya dinilai berdasarkan aktivitas aktualnya, tetapi juga berdasarkan citra historis yang melekat pada organisasi tersebut. [19: 	 Erving Goffman, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, New York: Simon & Schuster, 1963.] 

Namun demikian, stigma terhadap Menwa Unesa tidak bersifat mutlak dan seragam di kalangan mahasiswa. Terdapat kelompok mahasiswa yang tetap melihat Menwa sebagai organisasi yang memiliki kontribusi positif dalam pembentukan karakter mahasiswa. Nilai-nilai seperti kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, serta wawasan kebangsaan menjadi aspek yang masih dianggap relevan dalam kehidupan mahasiswa.[footnoteRef:20] Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Menwa setelah Reformasi berada dalam ruang perdebatan antara dua pemaknaan yang berbeda. [20: 	 Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia, Jakarta: Dephan RI, 2003.] 

Di satu sisi, Menwa dipandang sebagai simbol warisan hubungan militer dan kekuasaan negara pada masa lalu. Di sisi lain, Menwa dipahami sebagai organisasi pembinaan mahasiswa yang memiliki fungsi pendidikan karakter dan bela negara. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa identitas Menwa pada periode 1998–2005 tidak bersifat tetap, melainkan mengalami proses reinterpretasi sesuai dengan perubahan kondisi sosial-politik. Organisasi ini harus membangun kembali legitimasi di lingkungan kampus dengan menyesuaikan citra dan aktivitasnya agar tidak hanya dipahami sebagai organisasi semi-militer, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas akademik.
Upaya mempertahankan eksistensi tersebut dilakukan melalui perubahan orientasi organisasi, terutama dengan menekankan aspek pendidikan, pengabdian, dan bela negara dibandingkan pendekatan yang berorientasi pada militeristik. Perubahan kebijakan melalui SKB Tiga Menteri Tahun 2000 turut memperkuat arah tersebut dengan menempatkan perguruan tinggi sebagai unsur utama dalam pembinaan Menwa.[footnoteRef:21] Dengan demikian, stigma terhadap Menwa Unesa dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara sejarah masa lalu, perubahan politik nasional, dan proses adaptasi organisasi dalam lingkungan kampus yang semakin demokratis. [21: 	 Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa.] 

C. Dinamika Kaderisasi dan Kepemimpinan
Perubahan lingkungan sosial kampus setelah Reformasi 1998 turut memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan proses kaderisasi Menwa Unesa. Kaderisasi yang sebelumnya lebih menekankan aspek kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan organisasi, serta kemampuan dasar kemiliteran harus menghadapi tantangan baru akibat perubahan karakter mahasiswa pascareformasi. Mahasiswa pada periode tersebut memiliki kecenderungan yang lebih kritis, terbuka terhadap perbedaan pendapat, dan lebih mempertimbangkan aspek rasionalitas akademik dalam memilih organisasi kemahasiswaan. Kondisi ini menyebabkan pola kaderisasi lama yang menekankan pendekatan instruktif perlu mengalami penyesuaian agar tetap relevan dengan perkembangan budaya kampus.[footnoteRef:22] [22: 	 Arief Budiman, Kebebasan, Negara, Pembangunan: Kumpulan Tulisan 1965–2005, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.] 

Perubahan tersebut tidak berarti menghilangkan identitas dasar organisasi Menwa Unesa. Sistem kaderisasi tetap mempertahankan nilai utama organisasi, yaitu Widya Castrena Dharma Shidda serta konsep “Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang” sebagai landasan pembentukan karakter anggota. Nilai tersebut tetap menjadi pedoman dalam membangun sikap disiplin, tanggung jawab, dan semangat bela negara. Namun, setelah Reformasi 1998, orientasi kaderisasi lebih diarahkan pada pengembangan kemampuan intelektual mahasiswa, bukan hanya kemampuan fisik maupun keterampilan semi-militer.
Menurunnya minat mahasiswa untuk bergabung menjadi salah satu persoalan yang dihadapi Menwa Unesa pada periode tersebut. Perubahan citra organisasi akibat stigma militerisme serta meningkatnya pilihan organisasi mahasiswa yang lebih beragam menyebabkan Menwa harus berkompetisi dalam menarik minat mahasiswa baru. Sebagian mahasiswa mulai melihat organisasi berbasis kemiliteran sebagai sesuatu yang kurang sesuai dengan semangat kebebasan akademik pascareformasi. Oleh karena itu, keberhasilan kaderisasi tidak lagi hanya bergantung pada legitimasi formal organisasi, tetapi juga pada kemampuan Menwa dalam membangun citra positif di lingkungan kampus.[footnoteRef:23] [23: 	 Edward Aspinall, Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia, Stanford: Stanford University Press, 2005.] 

Sebagai bentuk respons terhadap perubahan tersebut, Menwa Unesa melakukan reformulasi terhadap sistem kaderisasi dengan menggabungkan unsur kedisiplinan fisik dan pembentukan karakter dengan aspek pengembangan intelektual. Kegiatan pembinaan tidak hanya diarahkan pada kemampuan dasar organisasi, tetapi juga mencakup pendidikan kepemimpinan, kerja sama, komunikasi, wawasan kebangsaan, serta kemampuan menyelesaikan persoalan sosial. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pola pembinaan yang bersifat semi-militer menuju model pendidikan organisasi yang lebih sesuai dengan lingkungan perguruan tinggi.[footnoteRef:24] [24: 	 Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia, Jakarta: Dephan RI, 2003.] 

Dalam proses pelatihan anggota, unsur ketahanan fisik mulai mengalami pengurangan dan pola pendidikan yang lebih keras mulai disesuaikan dengan kondisi pascareformasi. Pendidikan mental tetap menjadi bagian penting dalam pembinaan anggota, tetapi dilakukan melalui pendekatan yang lebih edukatif dan tidak hanya mengandalkan tekanan fisik. Perubahan tersebut juga memengaruhi proses rekrutmen anggota, terutama dalam aspek kedisiplinan, komitmen organisasi, dan karakter personal calon anggota Menwa Unesa.
Penyesuaian tersebut juga berkaitan dengan upaya Menwa untuk membangun kembali legitimasi sosial di kalangan mahasiswa. Dalam konteks pascareformasi, organisasi tidak cukup hanya memiliki dasar hukum dan struktur formal, tetapi juga membutuhkan penerimaan sosial dari lingkungan kampus. Melalui perubahan pola kaderisasi, Menwa berusaha menunjukkan bahwa keberadaannya tidak semata-mata berkaitan dengan aspek militer, melainkan juga memiliki fungsi dalam pembentukan karakter mahasiswa sebagai bagian dari komunitas akademik.[footnoteRef:25] [25: 	 Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa.] 

Selain perubahan dalam sistem kaderisasi, pola kepemimpinan organisasi Menwa Unesa juga mengalami proses adaptasi. Secara struktural, organisasi tetap mempertahankan sistem hierarki dan pola komando karena menjadi salah satu ciri utama Menwa dalam membangun kedisiplinan serta tanggung jawab anggota. Struktur organisasi Menwa Unesa pada periode 1998–2005 tidak mengalami perubahan mendasar dan masih menggunakan mekanisme koordinasi dengan pembina Menwa.
Namun, dalam praktiknya pola kepemimpinan mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan kehidupan kampus pascareformasi. Kepemimpinan yang sebelumnya lebih menekankan hubungan komando secara vertikal mulai diarahkan pada pola yang lebih komunikatif dan koordinatif. Pemimpin organisasi tidak hanya dituntut mampu memberikan instruksi, tetapi juga harus mampu membangun kerja sama, menerima masukan anggota, serta memahami dinamika mahasiswa sebagai bagian dari komunitas akademik.[footnoteRef:26] [26: 	 Yuswanto, wawancara oleh Penulis, Surabaya, 1 Juni 2026.] 

Perubahan gaya kepemimpinan tersebut dipengaruhi oleh karakter mahasiswa pascareformasi yang semakin terbiasa dengan budaya demokrasi dan dialog. Pemimpin organisasi dituntut tidak hanya memiliki kemampuan memberikan instruksi, tetapi juga mampu mendengarkan aspirasi anggota, membangun kerja sama, dan menyelesaikan konflik secara terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa Menwa Unesa mengalami proses transformasi internal dalam menyesuaikan nilai-nilai organisasi dengan perkembangan kehidupan demokratis di lingkungan kampus.[footnoteRef:27] [27: 	 Robert W. Hefner, Making Indonesia: Islam and the Politics of Citizenship, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2000.] 

Meskipun demikian, sistem komando dan koordinasi dengan pembina tetap dipertahankan sebagai bagian dari karakter organisasi Menwa. Perbedaannya terletak pada orientasi pelaksanaannya, yaitu tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap struktur organisasi, tetapi juga diarahkan untuk membentuk anggota yang memiliki wawasan kebangsaan, kemampuan organisasi, serta tanggung jawab sebagai mahasiswa.
Dengan demikian, perubahan kaderisasi dan pola kepemimpinan Menwa Unesa pada periode 1998–2005 menunjukkan adanya proses adaptasi organisasi terhadap perubahan sosial-politik pascareformasi. Menwa tidak sepenuhnya meninggalkan karakter dasarnya sebagai organisasi yang mengutamakan disiplin dan bela negara, tetapi melakukan reinterpretasi agar nilai-nilai tersebut dapat diterima dalam lingkungan perguruan tinggi yang lebih demokratis. Proses adaptasi tersebut menjadi salah satu faktor penting yang memungkinkan Menwa Unesa tetap mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan budaya organisasi mahasiswa.
D. Transformasi Program Kerja dan Adaptasi Organisasi
Dalam upaya mempertahankan eksistensi pascareformasi, Menwa Unesa melakukan berbagai bentuk transformasi terhadap orientasi kegiatan organisasi. Perubahan tersebut menjadi bagian dari strategi adaptasi terhadap lingkungan kampus yang mengalami pergeseran nilai setelah berakhirnya Orde Baru. Jika pada masa sebelumnya aktivitas Menwa lebih banyak menitikberatkan pada aspek kedisiplinan, latihan dasar kemiliteran, dan pembinaan kesadaran bela negara, maka setelah Reformasi terjadi perluasan orientasi kegiatan menuju bidang sosial dan kemasyarakatan.[footnoteRef:28] [28: 	 Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia, Jakarta: Dephan RI, 2003.] 

Perubahan arah kegiatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan Menwa untuk membangun kembali hubungan sosial dengan lingkungan kampus. Pasca Reformasi, keberadaan organisasi yang memiliki karakter semi-militer menghadapi tantangan legitimasi karena adanya anggapan bahwa Menwa masih membawa nilai-nilai lama yang identik dengan pendekatan keamanan dan militerisme. Oleh karena itu, Menwa Unesa berusaha menunjukkan bahwa keberadaannya memiliki kontribusi positif bagi mahasiswa dan masyarakat melalui kegiatan yang bersifat terbuka serta memberikan manfaat langsung.[footnoteRef:29] [29: 	 Edward Aspinall, Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia, Stanford: Stanford University Press, 2005.] 

Kegiatan sosial seperti bakti sosial, donor darah, pengabdian masyarakat, serta keterlibatan dalam kegiatan bantuan kemanusiaan menjadi instrumen penting dalam proses perubahan citra organisasi. Melalui kegiatan tersebut, Menwa tidak hanya menampilkan identitas sebagai organisasi yang menekankan kedisiplinan dan kesiapsiagaan, tetapi juga sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial. Pergeseran orientasi ini menunjukkan adanya usaha untuk memperluas makna bela negara, dari pemahaman yang sebelumnya cenderung berkaitan dengan aspek pertahanan menjadi konsep yang mencakup pengabdian dan kepedulian terhadap masyarakat.[footnoteRef:30] [30: 	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.] 

Dalam perspektif perubahan organisasi, langkah yang dilakukan Menwa Unesa dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal. Organisasi yang mampu bertahan bukan hanya organisasi yang mempertahankan identitas lama, tetapi organisasi yang mampu menyesuaikan nilai dan aktivitasnya dengan tuntutan zaman.[footnoteRef:31] Dalam konteks Menwa Unesa, adaptasi tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan unsur utama organisasi berupa kedisiplinan, kepemimpinan, dan bela negara, tetapi dikombinasikan dengan nilai-nilai sosial yang lebih sesuai dengan karakter mahasiswa pascareformasi. [31: 	 Anthony Giddens, The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, Cambridge: Polity Press, 1984.] 

Transformasi kegiatan tersebut juga menjadi strategi untuk mengurangi stigma negatif yang berkembang di kalangan mahasiswa. Melalui keterlibatan dalam kegiatan sosial, Menwa berusaha menciptakan interaksi yang lebih positif dengan komunitas kampus. Kehadiran anggota Menwa tidak hanya dilihat melalui atribut organisasi seperti seragam dan sistem komando, tetapi juga melalui kontribusi nyata yang diberikan kepada lingkungan sekitar. Dengan demikian, kegiatan sosial menjadi media untuk melakukan proses rebranding organisasi dan membangun legitimasi baru di tengah masyarakat akademik.
Meskipun demikian, transformasi orientasi kegiatan tidak berarti bahwa Menwa meninggalkan identitas dasarnya sebagai organisasi bela negara. Nilai kedisiplinan, kepemimpinan, loyalitas, dan tanggung jawab tetap menjadi bagian penting dalam pembinaan anggota. Perubahan yang terjadi lebih menunjukkan adanya reinterpretasi terhadap konsep bela negara agar sesuai dengan kondisi demokrasi dan kebutuhan masyarakat pada masa Reformasi.[footnoteRef:32] [32: 	 Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa.] 

Dengan demikian, strategi transformasi kegiatan Menwa Unesa pada periode 1998–2005 menunjukkan bahwa keberlangsungan organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial-politik. Melalui perluasan kegiatan ke bidang sosial dan kemanusiaan, Menwa berusaha membangun identitas baru sebagai organisasi mahasiswa yang tidak hanya berorientasi pada kedisiplinan, tetapi juga memiliki peran dalam kehidupan sosial kampus dan masyarakat.
E. Hubungan dengan Birokrasi Kampus
Penerapan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 2000 menjadi salah satu momentum penting dalam perkembangan organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa) pascareformasi. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk melakukan penataan ulang posisi Menwa dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia. Jika pada masa sebelumnya pembinaan Menwa memiliki keterkaitan yang kuat dengan institusi militer, maka setelah diterbitkannya kebijakan tersebut pembinaan organisasi diarahkan berada di bawah koordinasi perguruan tinggi. Perubahan ini sejalan dengan semangat reformasi yang menekankan penguatan supremasi sipil serta pengurangan dominasi militer dalam ruang sosial, termasuk lingkungan akademik.[footnoteRef:33] [33: 	 Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa.] 

Perubahan mekanisme pembinaan tersebut memberikan dampak terhadap pola hubungan antara Menwa Unesa dan institusi universitas. Menwa tidak lagi hanya dipandang sebagai organisasi yang memiliki hubungan fungsional dengan unsur pertahanan negara, tetapi juga sebagai bagian dari organisasi kemahasiswaan yang berada dalam sistem kehidupan kampus. Konsekuensinya, Menwa Unesa dituntut untuk menyesuaikan tata kelola organisasinya dengan aturan akademik dan administratif yang berlaku di universitas.[footnoteRef:34] [34: 	 Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia, Jakarta: Dephan RI, 2003.] 

Dalam konteks tersebut, Menwa Unesa mulai melakukan penguatan aspek kelembagaan melalui penataan administrasi organisasi, penyusunan program kerja yang lebih terarah, serta peningkatan koordinasi dengan pihak birokrasi kampus. Perubahan ini menunjukkan adanya proses profesionalisasi organisasi, yaitu upaya mengubah citra Menwa dari organisasi yang sebelumnya sering dipersepsikan sebagai bagian dari struktur keamanan negara menjadi organisasi mahasiswa yang memiliki fungsi pembinaan karakter dan pengabdian.[footnoteRef:35] [35: 	 Gareth Morgan, Images of Organization, London: Sage Publications, 2006.] 

Hubungan yang baik dengan birokrasi universitas menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan keberlangsungan Menwa Unesa. Dukungan kelembagaan dari pihak kampus memberikan legitimasi formal bagi keberadaan organisasi, terutama ketika Menwa menghadapi kritik dari sebagian mahasiswa yang mempertanyakan relevansi organisasi semi-militer di lingkungan perguruan tinggi. Melalui komunikasi dan kerja sama dengan pihak universitas, Menwa dapat menunjukkan bahwa aktivitas organisasi tetap berada dalam koridor pendidikan tinggi dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi kampus.[footnoteRef:36] [36: 	 Edward Aspinall, Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia, Stanford: Stanford University Press, 2005.] 

Selain itu, penyesuaian terhadap kebijakan universitas juga terlihat melalui perubahan pola pelaksanaan kegiatan organisasi. Program kerja Menwa mulai diarahkan agar memiliki keterkaitan dengan kebutuhan kampus, seperti kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, pelatihan kepemimpinan, dan kegiatan kebangsaan. Dengan demikian, keberadaan Menwa tidak hanya bergantung pada identitas historisnya, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan akademik.[footnoteRef:37] [37: 	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.] 

Meskipun demikian, proses perubahan hubungan kelembagaan tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan perdebatan mengenai posisi Menwa di kampus. Sebagian mahasiswa masih mempertanyakan keberadaan organisasi yang mempertahankan unsur hierarki dan simbol semi-militer. Namun, melalui proses adaptasi kelembagaan dan peningkatan akuntabilitas organisasi, Menwa Unesa secara bertahap berusaha membangun legitimasi baru sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki fungsi pendidikan karakter dan bela negara.
Dengan demikian, penerapan SKB Tiga Menteri Tahun 2000 dapat dipahami sebagai titik penting dalam transformasi kelembagaan Menwa Unesa. Kebijakan tersebut tidak hanya mengubah mekanisme pembinaan organisasi, tetapi juga mendorong perubahan identitas Menwa dalam lingkungan perguruan tinggi. Keberhasilan Menwa Unesa mempertahankan eksistensinya pada periode 1998–2005 menunjukkan bahwa kemampuan beradaptasi terhadap struktur kampus yang demokratis menjadi faktor utama dalam keberlangsungan organisasi.
F. Transformasi Makna Bela Negara
	Perubahan penting yang terjadi dalam dinamika Menwa Unesa periode 1998–2005 adalah adanya transformasi dalam pemahaman mengenai konsep bela negara. Pada masa sebelumnya, terutama dalam konteks Orde Baru, konsep bela negara sering kali dipahami melalui pendekatan pertahanan dan keamanan yang menekankan kesiapsiagaan menghadapi ancaman fisik maupun militer. Pemahaman tersebut tidak dapat dilepaskan dari paradigma keamanan nasional pada masa tersebut yang menempatkan militer sebagai salah satu aktor utama dalam menjaga stabilitas negara.[footnoteRef:38] [38: 	 Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia, Ithaca: Cornell University Press, 1978.] 

	Namun, pascareformasi terjadi perubahan paradigma mengenai hubungan antara negara, masyarakat, dan pertahanan. Konsep bela negara mulai dipahami secara lebih luas sebagai bentuk tanggung jawab warga negara yang tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga mencakup kontribusi sosial, kepedulian terhadap lingkungan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta partisipasi dalam pembangunan nasional.[footnoteRef:39] Perubahan pemaknaan tersebut memberikan ruang bagi organisasi seperti Menwa untuk melakukan penyesuaian terhadap orientasi dan aktivitasnya di lingkungan perguruan tinggi. [39: 	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.] 

	Bagi Menwa Unesa, perubahan konsep bela negara menjadi salah satu strategi penting dalam mempertahankan eksistensi organisasi setelah Reformasi. Lingkungan kampus yang semakin demokratis menuntut Menwa untuk menjelaskan kembali relevansi keberadaannya. Bela negara tidak lagi cukup dipahami melalui simbol-simbol seperti seragam, kedisiplinan, dan latihan fisik, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat kampus maupun lingkungan sosial yang lebih luas.[footnoteRef:40] [40: 	 Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia, Jakarta: Dephan RI, 2003.] 

	Implementasi pemahaman baru tersebut terlihat melalui peningkatan kegiatan yang berorientasi pada pengabdian masyarakat. Kegiatan sosial, bantuan kemanusiaan, kegiatan kebangsaan, serta partisipasi dalam berbagai aktivitas kampus menjadi bentuk aktualisasi nilai bela negara yang lebih sesuai dengan kondisi pascareformasi. Melalui kegiatan tersebut, Menwa berusaha menunjukkan bahwa nilai-nilai kedisiplinan dan kepemimpinan yang menjadi ciri khas organisasi dapat diarahkan untuk kepentingan sosial, bukan hanya pada aspek pertahanan semata.
	Perubahan pemaknaan bela negara tersebut juga berkaitan dengan upaya mengurangi stigma negatif terhadap Menwa. Sebelumnya, sebagian mahasiswa mengidentikkan bela negara dengan pendekatan militeristik karena adanya hubungan historis antara Menwa dan institusi pertahanan. Dengan memperluas pemahaman bela negara menjadi bentuk pengabdian sosial, Menwa berusaha membangun citra baru sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat.[footnoteRef:41] [41: 	 Erving Goffman, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, New York: Simon & Schuster, 1963.] 

	Dalam perspektif perubahan organisasi, transformasi konsep bela negara menunjukkan kemampuan Menwa Unesa dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal. Organisasi tidak menghilangkan identitas dasarnya, tetapi melakukan reinterpretasi terhadap nilai utama agar sesuai dengan tuntutan zaman. Nilai disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, dan nasionalisme tetap dipertahankan, tetapi diarahkan dalam kerangka yang lebih demokratis dan humanis.[footnoteRef:42] [42: 	 Anthony Giddens, The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, Cambridge: Polity Press, 1984.] 

	Dengan demikian, periode 1998–2005 menjadi masa penting dalam proses redefinisi identitas Menwa Unesa. Transformasi konsep bela negara menjadi lebih luas menunjukkan bahwa organisasi ini berusaha keluar dari citra lama yang identik dengan militerisme menuju pemahaman baru sebagai organisasi mahasiswa yang berperan dalam pendidikan karakter dan pengabdian masyarakat. Perubahan tersebut menjadi salah satu faktor yang memungkinkan Menwa Unesa tetap bertahan dalam lingkungan perguruan tinggi yang mengalami perubahan sosial-politik pascareformasi.

PENUTUP
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Menwa Unesa Pasca-Orde Baru: Antara Bela Negara dan Stigma Kaki Tangan Militer (1998–2005)”, dapat disimpulkan bahwa periode Reformasi merupakan fase penting dalam perkembangan organisasi Resimen Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Perubahan politik nasional setelah berakhirnya Orde Baru membawa pengaruh besar terhadap kehidupan kampus, termasuk terhadap keberadaan dan posisi Menwa sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki karakter semi-militer.
Pada periode 1998–2005, Menwa Unesa mengalami proses transformasi sebagai bentuk respons terhadap perubahan sosial, politik, dan budaya akademik yang semakin demokratis. Salah satu tantangan utama yang dihadapi organisasi adalah munculnya stigma sebagai perpanjangan tangan militer. Stigma tersebut berkaitan dengan sejarah kedekatan Menwa dengan institusi militer pada masa Orde Baru, ketika militer memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial-politik Indonesia. Akibatnya, sebagian mahasiswa pascareformasi memandang keberadaan Menwa secara kritis karena dianggap membawa simbol dan nilai yang berkaitan dengan militerisme ke dalam lingkungan perguruan tinggi.
Stigma tersebut berpengaruh terhadap citra organisasi dan proses kaderisasi Menwa Unesa. Perubahan pola pikir mahasiswa yang semakin kritis terhadap organisasi yang memiliki unsur semi-militer menyebabkan Menwa menghadapi tantangan dalam menarik minat anggota baru. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Menwa kehilangan eksistensinya. Organisasi ini mampu melakukan berbagai strategi adaptasi untuk mempertahankan keberadaannya di tengah perubahan lingkungan kampus.
Strategi adaptasi yang dilakukan Menwa Unesa meliputi reformulasi sistem kaderisasi, perubahan orientasi kegiatan, penguatan hubungan dengan birokrasi universitas, serta peningkatan interaksi dengan organisasi mahasiswa lainnya. Dalam proses kaderisasi, Menwa mulai menyeimbangkan aspek kedisiplinan dengan pengembangan intelektual, kepemimpinan, dan kemampuan sosial. Sementara itu, orientasi kegiatan organisasi mengalami perluasan dengan memasukkan kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, dan kegiatan kemanusiaan sebagai bentuk penerapan nilai bela negara yang lebih sesuai dengan kondisi pascareformasi.
Penerapan SKB Tiga Menteri Tahun 2000 juga menjadi faktor penting dalam perubahan kelembagaan Menwa. Kebijakan tersebut mendorong perubahan hubungan antara Menwa dan perguruan tinggi melalui penguatan peran universitas dalam pembinaan organisasi. Kondisi ini mendorong Menwa Unesa untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan profesionalitas, serta menyesuaikan program kerja dengan kebijakan dan kebutuhan lingkungan kampus.
Selain aspek kelembagaan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberlangsungan Menwa Unesa juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam membangun kembali hubungan sosial dengan mahasiswa dan civitas akademika. Keberadaan Menwa tidak hanya dipertahankan melalui struktur organisasi dan aturan formal, tetapi juga melalui praktik nyata yang menunjukkan kontribusi organisasi terhadap kehidupan kampus. Kegiatan sosial, keterlibatan dalam berbagai aktivitas kemahasiswaan, serta upaya membangun komunikasi dengan organisasi lain menjadi strategi penting dalam mengurangi jarak sosial akibat munculnya stigma pascareformasi.
Dengan demikian, keberlangsungan Menwa Unesa pada periode 1998–2005 ditentukan oleh kemampuannya dalam melakukan adaptasi dan membangun kembali legitimasi organisasi. Menwa berada dalam posisi antara mempertahankan nilai-nilai lama berupa disiplin, kepemimpinan, dan bela negara dengan tuntutan baru berupa demokratisasi, keterbukaan, dan kebebasan akademik. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa Menwa Unesa bukanlah organisasi yang bersifat tetap, melainkan organisasi yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial-politik tanpa kehilangan identitas dasarnya sebagai organisasi pembinaan bela negara mahasiswa.
Secara teoritis, penelitian ini memperlihatkan bahwa organisasi mahasiswa yang memiliki hubungan historis dengan kekuasaan negara akan menghadapi tantangan legitimasi ketika terjadi perubahan rezim politik. Keberadaan Menwa Unesa pascareformasi menunjukkan bahwa perubahan politik tidak selalu menyebabkan hilangnya suatu organisasi, tetapi dapat menghasilkan proses negosiasi identitas. Organisasi melakukan penyesuaian terhadap nilai baru yang berkembang dalam masyarakat tanpa sepenuhnya meninggalkan karakter historis yang menjadi dasar pembentukannya. Dalam konteks ini, adaptasi organisasi menjadi faktor penting dalam menjelaskan bagaimana kelompok sosial mampu bertahan dalam situasi transisi demokrasi.
Penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa perubahan makna bela negara menjadi salah satu aspek penting dalam transformasi Menwa Unesa. Bela negara tidak lagi hanya dipahami melalui pendekatan kedisiplinan fisik dan kesiapsiagaan, tetapi mengalami perluasan sebagai bentuk tanggung jawab sosial, penguatan karakter mahasiswa, kepedulian terhadap masyarakat, dan penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan akademik. Perubahan pemaknaan tersebut menjadi salah satu strategi Menwa dalam menyesuaikan diri dengan nilai-nilai baru yang berkembang setelah Reformasi.
Berdasarkan hasil penelitian ini, kajian selanjutnya mengenai organisasi mahasiswa pascareformasi dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan. Penelitian komparatif antara Menwa di berbagai perguruan tinggi dapat dilakukan untuk melihat perbedaan strategi adaptasi organisasi dalam menghadapi perubahan politik dan sosial. Selain itu, penelitian mengenai organisasi mahasiswa lain yang mengalami perubahan legitimasi akibat keterkaitan dengan masa lalu politik tertentu juga dapat memberikan pemahaman lebih luas mengenai dinamika organisasi dalam masa transisi demokrasi. Kajian terhadap generasi baru anggota Menwa juga penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana identitas, nilai, dan orientasi organisasi terus mengalami perubahan sesuai perkembangan budaya mahasiswa kontemporer.
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